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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

 

A. Latar Belakang 

 
Berdasarkan bunyi dari Pasal 1 Ayat 3 UUD NRI 1945, Indonesia 

merupakan suatu negara hukum yang artinya, dalam setiap tata kelola 

kehidupan bangsa Indonesia, baik dalam hal berbangsa, bernegara dan 

bermasyarakat, semua didasarkan pada hukum yang berlaku di Indonesia. 

Sistem hukum yang diberlakukan di Indonesia merupakan sistem hukum 

Civil Law atau sistem hukum Eropa Kontinental yang menjadi peninggalan 

dari negara Belanda saat menduduki Indonesia sebelum kemerdekaan tahun 

1945.1 Sistem Civil Law menjadi prinsip utama dalam sistem hukum di 

Indonesia yang memiliki ciri khas berupa adanya kitab kodifikasi dalam 

penyusunan undang-undang serta menempatkan konstitusi menjadi urutan 

tertinggi dalam hirarki peraturan perundang-undangan di Indonesia. Oleh 

sebab itu, UUD NRI 1945 selaku konstitusi negara Indonesia, menjadi suatu 

aturan perundang-undangan tertinggi dalam hirarki peraturan perundang- 

undangan di Indonesia yang menjadi pedoman aturan tertinggi dalam 

pembuatan peraturan perundang-undangan di bawahnya. 

 

 
1 Zaka Firma Aditya, dkk. “Romantisme Sistem Hukum di Indonesia : Kajian Atas 

Kontribusi Hukum Adat dan Hukum Islam Terhadap Pembangunan Hukum di Indonesia”. Jurnal : 

Rechts Vinding. Vol.8, No.1 (2019), Hlm 2. 
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Selain mengadopsi UUD NRI 1945 menjadi hukum nasional, 

Indonesia juga menganut sistem hukum adat atau adat recht dan sistem 

hukum islam yang saling melengkapi perkembangan hidup masyarakat di 

Indonesia yang sangat heterogen dan mewarnai corak hukum di Indonesia 

dalam upaya mencapai tujuan negara berdasarkan amanat dalam 

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945.2 Hukum islam merupakan-kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah 

SWT dan Sunnah Rasul terkait dengan tingkah laku seseorang yang sudah 

dapat dibebani kewajiban dan diakui atau diyakini serta mengikat untuk 

semua pemeluk agama islam.3 Sedangkan hukum adat menurut pendapat 

Mr. J. H. P. Bellefroid, yaitu peraturan yang hidup meski tidak diundangkan 

oleh penguasa tapi tetap dihormati dan dipatuhi oleh masyarakat yang yakin 

bila peraturan tersebut berlaku sebagai hukum yang harus ditaati.4 Sistem 

hukum inilah yang menjadi objek dari keberlakuan hukum di suatu negara 

hukum seperti Indonesia dengan fungsi untuk mencapai ketertiban umum 

dan keadilan sebagaimana diterangkan oleh Budiono Kusumohamidjojo.5 

Keberadaan sistem hukum tentunya tidak dapat dipisahkan dengan 

sistem pemerintahan yang berlaku di suatu negara sebagai lembaga-

lembaga yang bekerja dan berhubungan satu dengan lainnya untuk menca- 

 
2 Abdurrahman Konoras. “Eksistensi Hukum Islam dan Hukum Adat dalam Sistem Hukum 

Nasional”. Jurnal Ilmiah Al-Syir’ah Vol.14 No.2 Tahun 2016, IAIN Manado (Hlm 9) 
3 Eva Iryani. “Hukum Islam, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia”. Jurnal Ilmiah 

Universitas Batanghari Jambi Vol.17 No,2 Tahun 2017 (Hlm 21) 
4Issha Haruma. “Pengertian Hukum Adat Menurut Para Ahli”. Diakses dari 

https://amp.kompas.com/nasional/read/2022/06/19/03200011/pengertian-hukum-adat-menurut-para-ahli 

. Dalam Berita Kompas.com, Juni 2022 
5 Bernadetha Aurelia. “Pemahaman Singkat Tentang Fungsi Hukum dan Tujuan Hukum”. 

Diakses dari https://www.hukumonline.com/klinik/a/pemahaman-singkat-tentang-fungsi-hukum- 

dan-tujuan-hukum-lt623030c1270b7 . Dalam Artikel Hukumonline.com, Maret 2022. 

https://amp.kompas.com/nasional/read/2022/06/19/03200011/pengertian-hukum-adat-menurut-para-ahli
https://amp.kompas.com/nasional/read/2022/06/19/03200011/pengertian-hukum-adat-menurut-para-ahli
https://www.hukumonline.com/klinik/a/pemahaman-singkat-tentang-fungsi-hukum-dan-tujuan-hukum-lt623030c1270b7
https://www.hukumonline.com/klinik/a/pemahaman-singkat-tentang-fungsi-hukum-dan-tujuan-hukum-lt623030c1270b7
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pai tujuan penyelenggaraan negara tersebut. Menurut Jimly Asshidiqie, 

sistem pemerintahan berkaitan erat dengan penyelenggaraan pemerintahan 

atau kekuasaan pemerintah oleh lembaga eksekutif dalam hubungannya 

dengan lembaga legislatif.6 Pada masa perubahan Undang- Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kepastian terkait sistem 

pemerintahan di Indonesia sempat menjadi persoalan penting yang 

diperdebatkan mengenai sistem ketatanegaraan berdasarkan Undang- 

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.7 Indonesia, sejak 

pasca kemerdekaan tahun 1945 dikatakan bila dalam Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia menganut sistem pemerintahan 

presidensial walau sempat mengalami beberapa perubahan konstitusi yang 

juga dapat ditandai dengan pergantian kabinet secara singkat pada era orde 

lama.8 

Menurut Maruarar Siahan, terdapat tiga sistem pemerintahan 

modern yang dikenal dan diterapkan oleh negara-negara dunia, yaitu sistem 

presidensial, sistem parlementer dan sistem campuran. 9 Pada dasarnya, 

untuk melihat sistem pemerintahan yang dianut oleh suatu negara, terdapat 

 

 
6 Kartika Saraswati. “Refleksi Sistem Pemerintahan Indonesia dalam Legislasi”. Diakses 

dari https://www.hukumonline.com/berita/a/refleksi-sistem-pemerintahan-indonesia-dalam-legislas 

i-legislasi-lt5f9f944d727d?page=all . Dalam Artikel Hukumonline.com, November 2022. 
7 Jimly Asshiddiqie. “Hukum Tata Negara & Pilar-Pilar Demokrasi”. Edisi Kedua, 

Jakarta: Sinar Grafika, 2012. Hlm 97. 
8 Ibid. 
9 Maruarar Siahan.“Sistem Pemerintahan Negara”.Diakses dari https://pusdik.mkri.id/ma 

teri/materi_190_%20(SISTEM%20PEMERINTAHAN%20NEGARA).pdf. Hlm 41. 

https://www.hukumonline.com/berita/a/refleksi-sistem-pemerintahan-indonesia-dalam-legislasi-lt5f9f944d727d?page=all
https://pusdik.mkri.id/materi/materi_190_Maruarar%20(SISTEM%20PEMERINTAHAN%20NEGARA).pdf
https://pusdik.mkri.id/materi/materi_190_Maruarar%20(SISTEM%20PEMERINTAHAN%20NEGARA).pdf
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dua parameter yang bisa digunakan untuk menjadi titik uji. Kedua parameter 

tersebut, yaitu sistem pemerintahan yang ditinjau dari sifatnya dan sistem 

pemerintahan yang ditinjau dari pembagian kekuasaan.10 Sebagai penganut 

sistem presidensial, sejak amandemen UUD NRI 1945 tercermin dalam 

Pasal 4 Ayat 1 UUD NRI 1945 bila Presiden memegang kekuasaan 

pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. 

Hal tersebut merupakan ciri khas dari adanya sistem presidensial yang 

dianut oleh suatu negara, dimana semua kebijakan dan kekuasaan tertinggi 

berada di tangan Presiden.11 

Kuatnya kedudukan Presiden dalam sistem presidensial di 

Indonesia, diiringi dengan kemerdekaan berserikat dan berkumpul 

berdasarkan Pasal 28E Ayat 3. Peraturan terkait kemerdekaan berserikat dan 

berkumpul mendorong banyak munculnya partai politik di Indonesia yang 

memiliki pandangan dan warnanya masing-masing untuk berlomba-lomba 

menduduki bangku parlemen dan meraih kedudukan Presiden. 12 

Keanekaragaman masyarakat Indonesia termasuk dengan banyaknya partai 

politik yang dibentuk, atas perbedaan tajam antara keberadaan ras, agama 

dan suku membuat Indonesia dikenal menganut sistem multipartai yang 

 
10 Dian Aries. “Pengantar Hukum Tata Negara”. STPN Press : 2017, Perpustakaan Nasio 

nal Katalog dalam Terbitan (KDT). Hlm 55. 
11 Fikri Wahyudin. “Efektivitas Sistem Pemerintahan Presidensial di Indonesia”.Jurnal R 

echten, Vol.1 No.2 Tahun 2019. Hlm 14. 
12 Koordinator Peneliti CETRO. “Sistem Multipartai, Presidensial dan Persoalan Efektivi 

itas Pemerintah”. Diakses dari https:/ditjenpp.kemenkumham.go.id/index.php?option=com_conte 

nt&view+article&id=438:sistem-multipartai-presidensial-dan-persoalan-efektivitaspemerintah&cat   

tid  =100:hukum-tata- negaraperundang-undangan&Itemid=180. Artikel Hukum Tata Negara dan   

Peraturan Perundang- Undangan. 

https://ditjenpp.kemenkumham.go.id/index.php?option=com_conte
https://ditjenpp.kemenkumham.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=438%3Asistem-multi-partai-presidensial-dan-persoalan-efektivitas-pemerintah&catid=100%3Ahukum-tata-negaraperundang-undangan&Itemid=180
https://ditjenpp.kemenkumham.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=438%3Asistem-multi-partai-presidensial-dan-persoalan-efektivitas-pemerintah&catid=100%3Ahukum-tata-negaraperundang-undangan&Itemid=180
https://ditjenpp.kemenkumham.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=438%3Asistem-multi-partai-presidensial-dan-persoalan-efektivitas-pemerintah&catid=100%3Ahukum-tata-negaraperundang-undangan&Itemid=180
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dianggap paling sesuai dengan pluralitas budaya dan politik dibandingkan 

dengan sistem dwipartai.13 

Keberadaan sistem multipartai yang disandingkan dengan sistem 

presidensial membuat Presiden memiliki peran yang sangat krusial dalam 

hal mengurus kehidupan masyarakat di negaranya termasuk menjaga 

kestabilan partai politik. Salah satu peran Presiden yang sangat penting 

dalam upaya menjaga kestabilan politik, dapat dilihat salah satunya pada 

momentum pemilihan kabinet pasca pemilu dilaksanakan. Presiden selaku 

kepala negara dan kepala pemerintahan memiliki hak prerogatif untuk dapat 

mengangkat dan memberhentikan Menteri-Menterinya berdasarkan Pasal 

17 UUD NRI 1945 yang dijelaskan lebih lanjut dalam Undang-Undang 

No.39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara.14 

Pembentukan kabinet yang dilakukan oleh Presiden pasca dilantik 

sebagaimana menjadi ciri-ciri dari keberadaan sistem presidensial, menjadi 

salah satu tugas Presiden yang tentu harus memiliki banyak pertimbangan.15 

Dalam membentuk kabinet, Presiden harus mempertimbangkan beberapa 

hal seperti partai politik yang mendukung, stabilitas roda pemerintahan 

kedepan, potensi yang dimiliki calon Menteri terkait bidang yang akan ia 

tangani, dan hal-hal lain yang sifatnya lebih politis. Terkait aspek inilah, 

 
13 Miriam Budiardjo. “Dasar-Dasar Ilmu Politik”. Edisi revisi : Cetakan Keempatbelas, 

Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama (2017), Hlm 418. 
14 Widya Christie. “Kewenangan Presiden Indonesia di Bidang Legislatif Setelah 

Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. Lex Administratum, 

Vol. VI No.4 (2018). Hlm 37. 
15  Mahmuzar, M.Hum. “Sistem Pemerintahan Indonesia Menurut UUD 1945 Sebelum 

dan Sesudah Amandemen”. Cetakan Kesepuluh, Bandung : Nusa Media (2017). Hlm 63. 



6 
 

 

 

 

 

kemampuan Presiden yang dipilih sangat digunakan dalam proses 

pembentukan kabinet agar selama masa pemerintahan 5 tahun kedepan 

dapat berjalan dengan efektif dan stabil sehingga dapat memberikan hasil 

kinerja yang maksimal serta dapat memuaskan masyarakat Indonesia. 

Dalam menjalankan pemerintahan, Presiden sebagai lembaga 

eksekutif menerapkan sistem checks and balances dengan lembaga 

legislatif. Sesuai dengan prinsip presidensial, presiden tidak dapat 

dibubarkan oleh parlemen begitupun sebaliknya.16 Walau begitu, Presiden 

menanggung beban tugas yang salah satunya dalam hal pembentukan 

kabinet yang tidak bisa lepas dari pengaruh partai politik pendukungnya. 

Walau memiliki hak prerogatif dalam menentukan Menteri-Menterinya, 

nyatanya masih muncul pertanyaan, apakah Presiden dalam membentuk 

kabinet dapat dikatakan independen. 

Berbagai pertanyaan lain juga muncul dengan sendirinya terkait cara 

yang paling tepat untuk digunakan Presiden dalam membentuk kabinet. 

Pertimbangan apa yang harus lebih digunakan oleh Presiden dalam 

menyusun Menteri-Menterinya agar dapat menjalankan fungsinya 

sebagaimana yang diharapkan oleh masyarakat Indonesia. Lalu penerapan 

sistem multi-partai pada sistem presidensial di Indonesia yang dianggap 

menimbulkan pemerintahan yang cenderung tidak stabil dan tidak efektif 

walau tidak dapat dipungkiri bila peran personal Presiden juga sangat 

 
 

16 Jimly Asshiddiqie. “Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia”. Cetakan Pertama, 

Jakarta : Sinar Grafika (2010). Hlm 182. 
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penting sehingga berpengaruh dalam tugasnya seperti pembentukan 

kabinet. 

Berawal dari permasalahan yang melatarbelakangi peran Presiden 

terkait tugasnya membentuk kabinet serta independensinya dari pengaruh 

partai politik membuat penulis tertarik untuk mengangkat topik penelitian 

dalam penulisan skripsi yang berjudul “PEMBENTUKAN KABINET 

DALAM SISTEM PRESIDENSIAL INDONESIA PASCA 

AMANDEMEN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK 

INDONESIA TAHUN 1945.” 

 

 
B. Rumusan Masalah 

 
Melalui uraian singkat yang telah dijelaskan oleh penulis pada latar 

belakang di atas, terdapat beberapa permasalahan yang hendak dibahas 

dalam penelitian ini yang terdiri dari : 

1. Bagaimana pengaturan pembentukan kabinet dalam sistem presidensial 

di Indonesia ? 

2. Bagaimana independensi Presiden dalam pembentukan kabinet di 

Indonesia ? 
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C. Tujuan Penelitian 

 

Dalam suatu penelitian, sangat diperlukan tujuan jelas yang hendak 

dicapai oleh penulis. Oleh karena itu, berdasarkan rumusan masalah di atas, 

tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui pengaturan pembentukan kabinet dalam sistem 

presidensial di Indonesia menurut Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945 pasca amandemen. 

2. Untuk mengetahui independensi Presiden dalam penyusunan kabinet 

berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945. 

 
 

D. Manfaat Penelitian 

 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi penulis 

maupun pembaca berupa : 

1. Manfaat Teoritis 

 

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmu dan 

informasi mengenai hukum tata negara Indonesia khususnya yang 

berkaitan dengan topik pembentukan kabinet dalam sistem 

presidensial Indonesia pasca amandemen UUD NRI 1945. 

2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan bagi penulis 

dan pembaca baik dari kalangan hukum maupun non-hukum yang 

berkaitan dengan topik pembentukan kabinet dalam sistem 

presidensial Indonesia pasca amandemen UUD NRI 1945. 
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2. Manfaat Praktis 

 

a) Penelitian ini menjadi salah satu sarana bagi penulis untuk 

menerapkan dan mengembangkan ilmu hukum tata negara terkait 

pembentukan kabinet dalam sistem presidensial Indonesia pasca 

amandemen UUD NRI 1945, yang diharapkan dapat memberikan 

manfaat bagi Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. 

b) Penelitian ini ditujukan pada segenap kalangan hukum maupun non- 

hukum, penyelenggara negara, warga sipil dan semua pihak yang 

ingin mendapatnya informasi serta wawasan terkait pembentukan 

kabinet pada sistem presidensial Indonesia pasca amandemen UUD 

NRI 1945. 

 
 

E. Kerangka Konseptual 

 
Kerangka konseptual adalah susunan dari beberapa konsep sebagai 

satu kebulatan utuh hingga membentuk suatu wawasan untuk dijadikan 

landasan, acuan dan pedoman dalam penelitian. Sumber konsep ini yang 

berfungsi sebagai pedoman operasional dalam proses pengumpulan, 

pengolahan serta analisis data atau bahan hukum yang digunakan.17 

a) Konsep Negara Hukum 

 

Marx berpendapat bila negara bukanlah sebuah gagasan, tetapi 

negara merupakan suatu kenyataan yang berwujud pada segala peralatan 

 
 

17 Muhaimin. “Metode Penelitian Hukum”. Cetakan Pertama, NTB : Mataram University 

Press (2020). Hlm 42. 
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represif bagi negara penindas dan peralatan demokrasi bagi negara rakyat 

pekerja.18 Bagi Marx, berbicara tentang negara sama seperti berbicara 

tentang kekuasaan politik serta aparatur negara yang berdiri di 

belakangnya. 19 Berangkat dari pemikiran Marx inilah muncul upaya 

mengkontruksikan negara secara alamiah dalam bentuk lain yang 

menekan adanya penegasan sifat hukum di dalamnya untuk menjalankan 

aktifitas negara. 

Menurut Muhammad Yamin, konsep negara hukum (rule of 

law/rechstaat) mulai dikenal di Indonesia sejak abad ke-5 Masehi pada 

kerajaan Tarumanegara yang selanjutnya diterapkan oleh kerajaan- 

kerajaan lainnya di Indonesia seperti kerajaan Kutai, Melayu 

Minangkabau dan Sriwijaya. 20 Setelah Indonesia menyatakan 

kemerdekaanya melalui proklamasi pada 17 Agustus tahun 1945, konsep 

negara hukum dicantumkan secara konkrit sebagai sistem negara 

Indonesia pada Pasal 1 Ayat 3 UUD NRI 1945. Selain itu, pernyataan 

yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum juga terdapat 

dalam butir I Penjelasan Umum UUD NRI 1945 tentang sistem 

pemerintahan Indonesia yang berdasarkan atas hukum dan bukan 

berdasarkan atas kekuasaan belaka. Akibatnya, segala tindakan dan 

keputusan individu maupun kelompok terkait lembaga negara maupun 

 

 

 
18 Muhammad Junaidi. “Ilmu Negara : Sebuah Kontruksi Ideal Negara Hukum”. Cetakan 

Pertama, Malang : Setara Press (2016). Hlm 53. 
19 Ibid. 
20 Ibid. 
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warga negara, harus tunduk pada hukum yang berlaku di negara tersebut, 

baik yang bersifat alternatif maupun imperatif.21 

Tipe negara hukum bila dilihat dari hubungan antara penguasa 

dengan rakyat dibagi menjadi beberapa bentuk, yaitu :22 

1) Tipe Negara Hukum Liberal 

 

Tipe negara ini menghendaki agar negara berstatus pasif, artinya 

bahwa warga negara harus tunduk pada peraturan-peraturan negara 

tersebut. 

2) Tipe Negara Hukum Formil 

 

Tipe negara hukum yang mendapat pengesahan dari rakyat dan 

segala tindakan penguasa memerlukan bentuk hukum tertentu yang 

harus berdasarkan pada undang-undang. 

3) Tipe Negara Hukum Materil 

 

Tipe negara hukum yang merupakan perkembangan lebih lanjut dari 

hukum negara formil, tetapi tindakan penguasa dalam hal mendesak 

demi kepentingan warga negaranya dibenarkan selama tidak 

menyimpang dari undang-undang. 

Konsep negara hukum memiliki asas yang menjadi fondasi dari 

pelajaran hukum tata negara. Asas negara hukum ini bersinggungan 

dengan prinsip bahwa semua warga negara, tanpa terkecuali dari kelas 

 

 
 

21 Fajlurrahman Jurdi. “Hukum Tata Negara Indonesia”. Cetakan Pertama, Jakarta : Kenc 

 ana (2019). Hlm 39. 
22 Abu Daud Busroh.“Ilmu Negara”. Cetakan Kesebelas, Jakarta : PT Bumi Aksara (2015). 

Hlm 53. 



12 
 

 

 

 

 

manapun berasal, harus tunduk di bawah kendali hukum. Hal inilah yang 

disebut dengan equality before the law, yang menjadi salah satu 

pemikiran penting terkait kesetaraan dan kesamaan posisi dalam 

hukum.23 Menurut Montesquieu, negara yang paling baik adalah negara 

hukum, hal ini karena negara hukum mengandung perlindungan HAM, 

ketetapan ketatanegaraan serta pembatasan kekuasaan dan wewenang 

organ negara. Ciri-ciri negara hukum menurut Sudargo Gautama, yaitu : 

1) Memiliki pembatasan kekuasaan negara terhadap seseorang. 

 

2) Diterapkannya asas legalitas 

 

3) Terdapat pemisahan kekuasaan. 

 
Konsep negara hukum dibagi lagi menjadi beberapa pembagian, yaitu : 

 
1) Rechtstaat 

 

Istilah ini diterjemahkan oleh Philipus M. Hadjon yang mulai 

popular di Eropa pada abad ke-19. 24 Plato adalah orang pertama 

yang mencitakan negara hukum lalu dipertegas oleh Aristoteles. 

Aristoteles berpendapat bila yang memerintah suatu negara 

bukan manusia, melainkan pikiran yang adil dan kesusilaan yang 

menentukan baik atau buruknya suatu hukum yang berlaku.25 

Oleh karena itu, sangat penting mendidik manusia menjadi war- 

 

 

 
 

23 Fajlurrahman Jurdi. “Hukum Tata Negara Indonesia”. Cetakan Pertama, Jakarta : 

Kencana (2019). Hlm 39. 
24 Ibid. 

        25 Ibid.
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26Ibid 

 

 

 

ga negara yang baik karena akan menjamin kebahagiaan hidup 

warga negara tersebut dari sikap adilnya. 

Menurut Wignjosoebroto, konsep rechtstaat atau negara 

hukum adalah konsep yang datang dan berasal dari luar wilayah 

peradaban pribumi karena konsep ini termutakhirkan lewat 

revolusi kerakyatan di Kawasan peradaban Eropa Barat, 

khususnya Amerika dan Perancis. Rechstaat memiliki beberapa 

unsur yang dikemukakan oleh Scheltema, yaitu kepastian 

hukum, persamaan, demokrasi dan pemerintahan yang melayani 

kepentingan umum.26 

2) Rule of Law 

 

Konsep ini memiliki ciri berupa adanya supremasi aturan 

hukum, kesamaan kedudukan di depan hukum serta jaminan 

perlindungan terhadap HAM. Konsep ini memiliki ciri khusus 

berupa ditegakkannya hukum secara adil dan tepat sebagaimana 

pendapat Hadjon. Konsep rule of law sebagaimana dikutip oleh 

Miriam Budiardjo, memiliki unsur-unsur sebagai berikut : 

a) Supremasi aturan hukum, yaitu tidak adanya kekuasaan yang 

sewenang-wenang, dalam arti seseorang hanya boleh 

dihukum bila melanggar aturan hukum. 

b) Kedudukan yang sama di depan hukum, baik berlaku untuk 

orang biasa maupun pejabat. 
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c) Terjaminnya hak-hak manusia oleh undang-undang serta 

oleh keputusan pengadilan. 

Paham rule of law dalam sistem hukum Anglo Saxon sebenarnya 

tidak berbeda dengan paham rechstaat dalam sistem hukum Eropa 

Kontinental karena memiliki makna inti berupa the laws which govern 

and not men. Sistem hukum Eropa Kontinental muncul sebagai suatu 

sistem yang rasional dan revolusioner terhadap absolutism, sedangkan 

sistem hukum Anglo Saxon berkembang secara evolusioner sebagai 

usaha melepaskan diri dari adanya sistem absolutism.27 

3) Socialist Legality 

 

Konsep ini dianut oleh negara-negara yang berhaluan 

komunis atau sosialis karena mereka menolak konsep rechstaat 

dan rule of law yang dianggap sebagai derivasi kapitalisme, 

sehingga socialist legality jadi pilihan yang tidak dapat dihindari 

oleh negara-negara penganut ideologi komunisme atau 

sosialisme.28 

Konsep ini memberikan jaminan berupa hak-hak dan kebebasan 

politik oleh warga negara, melindungi pekerja, perumahan dan hak-hak 

kepentingan jasmani, kesehatan, kemuliaan dan reputasi mereka yang 

dapat dilihat ketentuannya pada Undang-Undang Uni Soviet. Jadi, 

sebenarnya prinsip ini tidak jauh berbeda dengan yang diterapkan pada 

 
 

 

27 Ibid. 
28 Ibid 
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negara hukum Anglo Saxon maupun Eropa Kontinental karena sama- 

sama memiliki tujuan untuk mewujudkan sosialisme. 

Melalui teori negara hukum, dapat ditarik kesimpulan bahwa 

Indonesia pada semua ranah kehidupan warga negaranya tidak dapat 

lepas dari jeratan hukum yang berlaku baik dalam hal privat maupun non- 

privat. Hal ini juga berlaku pada bentuk pelaksanaan pengangkatan dan 

pemberhentian Menteri yang dilakukan oleh Presiden berdasarkan 

kewenangannya selaku kepala negara dan kepala pemerintahan dalam 

UUD NRI 1945. Menteri-Menteri yang telah dipilih oleh Presiden, 

selanjutnya akan melaksanakan tugasnya selaku lembaga eksekutif yang 

membantu Presiden selama masa pemerintahannya berjalan. Hak dan 

kewajiban inilah yang telah diatur dalam UUD NRI 1945 selaku 

konstitusi negara serta UU No. 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian 

Negara yang menjadi payung hukumnya. 

 

Secara harfiah, konstitusi dapat diartikan sebagai segala 

ketentuan dan aturan terkait ketatanegaraan, sedangkan 

konstitusionalisme dapat diartikan sebagai paham pembatasan kekuasaan 

dan jaminan hak rakyat melalui konstitusi. Oleh karena itu, konstitusi dan 

konstitusionalisme merupakan dua kata yang saling berhubungan dan 

saling meneguhkan eksistensi.29 Secara sederhana, Konstitusi 

merupakan  sarana agar paham konstitusionalisme dapat dibumikan, 

sedangkan konstitusionalisme merupakan semangat atau paham yang 

hendak dijaga melalui konstitusi.30 Dengan demikian konstitusi  
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, konstitusi merupakan wadah dan konstitusionalisme merupakan isinya. 

Konstitusi merupakan hukum dasar atau hukum tertinggi yang 

berlaku dalam suatu negara sebagai pedoman peraturan di bawahnya. Di 

Indonesia, konstitusi berbentuk tertulis yang disebut dengan Undang- 

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam Pasal 7 

Ayat (1) Undang-Undang No.12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-Undangan, tercantum bila UUD NRI 1945 

menempati urutan teratas dalam Tata Urutan Peraturan Perundang- 

Undangan di Indonesia. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang, berikut 

merupakan hierarki peraturan perundang-undangan di Republik 

Indonesia : 31 

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

 

2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (Tap MPR). 

 

3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 

(Perppu). 

4. Peraturan Presiden (Perpres) 

5. Peraturan Daerah Provinsi 

6. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota 

 

 

 

 

 

  

29 Yuliandri. “Konstitusi dan Konstitusionalisme”. Diakses dari https://pusdik.mkri.id/mater 

i/materi_39_Prof.%20Yuliandri_Konstitusi%20dan%20Konstitusional isme_Makalah.pdf.Makalah 

Guru Besar Ilmu Perundang-undangan Fakultas Hukum Universitas Andalas (2018). Hlm 1. 
30 Ibid. 
31 Jimly Asshiddiqie. “Hukum Tata Negara & Pilar-Pilar Demokrasi”. Cetakan Kedua, 

Jakarta : Sinar Grafika (2012). Hlm 110. 

https://pusdik.mkri.id/mater%0bi/materi_39_Prof.%20Yuliandri_Konstitusi%20dan%20Konstitusional
https://pusdik.mkri.id/mater%0bi/materi_39_Prof.%20Yuliandri_Konstitusi%20dan%20Konstitusional
https://pusdik.mkri.id/materi/materi_39_Prof.%20Yuliandri_Konstitusi%20dan%20Konstitusionalisme_Makalah.pdf
https://pusdik.mkri.id/materi/materi_39_Prof.%20Yuliandri_Konstitusi%20dan%20Konstitusionalisme_Makalah.pdf
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Konstitusi memiliki tujuan untuk memberikan batasan dan 

pengawasan terhadap kewenangan pemerintah serta menghindari adanya 

tindakan kesewenang-wenangan. Sedangkan konstitusionalisme sebagai 

paham yang perlu dijaga melalui pembentukan konstitusi bertujuan untuk 

menjaga berjalannya pemerintahan secara tertib, sebagaimana diutarakan 

oleh Walton H. Hamilton.32 Konstitusionalisme juga mengatur hubungan 

antara pemerintah dengan warga negara serta hubungan antara lembaga 

pemerintah dengan lembaga pemerintahan lainnya, yang menyebabkan 

konstitusi memiliki isi berupa penentuan pembatasan kekuasaan organ- 

organ negara, mengatur hubungan antara lembaga negara satu dengan 

yang lain dan mengatur hubungan kekuasaan antara lembaga negara 

dengan warga negara.33 

Dapat ditarik kesimpulan bahwa teori konstitusionalisme memiliki 

tujuan untuk menjaga jalannya pemerintah secara tertib melalui 

pembentukan konstitusi untuk mengatur dan membatasi kewenangan 

pemerintah termasuk dengan tugas pertama Presiden pasca dilantik untuk 

membentuk kabinet dengan menggunakan kewenangannya berdasarkan 

 

 

 

 

 

 

 

32 Monica Ayu Caesar  “Tujuan dan Fungsi Konstitusi”. Diakses https://nasional.kompas.co 

              m/read/2022/02/09/00000011/tujuan-dan-fungsi-konstitusi. Dalam News Nasional Kompas.com,  

Februari 2022. 
33 Jimly Asshiddiqie. “Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia”. Edisi Kedua, Jakarta :  

              Sinar Grafika (2021). Hlm 25. 

https://nasional.kompas.com/read/2022/02/09/00000011/tujuan-dan-fungsi-konstitusi.
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UUD NRI 1945. Selain itu juga berkaitan dengan keberadaan partai 

politik di Indonesia yang dikenal dengan sistem multipartai dengan 

fungsi konstitusi dalam sosialisasi politik agar para anggota partai politik 

dapat menjadi manusia yang sadar dan mampu melaksanakan hak dan 

kewajiban mereka sebagai warga negara Indonesia sekaligus wakil 

rakyat yang baik.34 

b) Konsep Sistem Pemerintahan Presidensial 

 

Dalam UUD NRI 1945 dan perubahan-perubahannya tidak 

disebutkan secara tegas terkait sistem pemerintahan apa yang dianut oleh 

Negara Kesatuan Republik Indonesia.35 Namun, bila diteliti lebih dalam 

pada UUD NRI 1945 dan hasil perubahannya, nampak jelas bila 

Indonesia menganut sistem Presidensial. Hal ini sesuai dengan salah satu 

tujuan diadakan amandemen UUD 1945, yaitu untuk mempertegas 

sistem presidensial.36 

Sistem pemerintahan presidensial merupakan sistem pemerintahan 

yang pemegang eksekutifnya tidak harus bertanggung jawab kepada 

legislatif, sehingga pemegang kekuasaan eksekutif tidak dapat dijatuhkan 

kedudukannya oleh badan legislatif meski kebijakan yang ia jalani tidak 

 

 

 

 
 

34 Miriam Budiardjo. “Dasar-Dasar Ilmu Politik”. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama (2008 

). Hlm 407. 
35 Mahmuzar. “Sistem Pemerintahan Indonesia Menurut UUD 1945 Sebelum dan Sesudah A 

mandemen”. Cetakan Kesepuluh, Bandung : Penerbit Nusa Media (2017). Hlm 1. 
36 Ibid. 
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disetujui atau bahkan ditentang oleh kekuasaan legislatif.37 Salah satu ciri 

sistem presidensial adalah kedudukan lembaga eksekutif dan lembaga 

legislatif yang terpisah tapi sama kuatnya, sehingga terdapat penerapan 

sistem checks and balances di antara hubungan keduanya dan membuat 

roda pemerintahan lebih stabil.38 

Lembaga eksekutif dalam sistem presidensial punya kekuatan yang 

lebih menonjol karena Presiden berperan sebagai kepala negara sekaligus 

kepala pemerintahan. Selain itu, Presiden juga dipilih langsung oleh 

rakyat, sehingga menyebabkan posisi Presiden semakin tidak bergantung 

pada parlemen selaku lembaga legislatif. Keberadaan sistem presidensial 

di Indonesia membuat Presiden memiliki hak prerogatif atau hak 

istimewa untuk membentuk kabinet yang menjadi kewenangan penuh 

milik Presiden. 

 
c) Konsep Sistem Kepartaian 

 
Sistem kepartaian tidak dapat lepas dari kualitas partai politik 

sebagai salah satu institusi demokrasi yang memiliki pengaruh terhadap 

kualitas sistem kepartaian yang dibentuk. 39 Terkait dengan sistem 

 

 
 

37 Dody Nur Andriyan. “Hukum Tata Negara dan Sistem Politik Kombinasi Presidensial 

dengan Multipartai di Indonesia”. Cetakan Pertama, Yogyakarta : Deepublish (2016). Hlm 74. 
38 Saufa Ata Taqiyya. “Ciri-Ciri Sistem Pemerintahan Presidensial dan Parlementer”. 

Diakses dari https://www.hukumonline.com/klinik/a/ciri-ciri-sistem-pemerintahan-presidensial- 

dan-parlementer-lt62284dbbd611a/. Dalam Artikel Hukumonline.com, Maret 2022. 
39 Lucky Sandra Amalia. “Partai dan Sistem Kepartaian Era Reformasi”. Cetakan 

Pertama, Yogyakarta : Pustaka Pelajar (2017). Hlm V. 

https://www.hukumonline.com/klinik/a/ciri-ciri-sistem-pemerintahan-presidensial-dan-parlementer-lt62284dbbd611a/
https://www.hukumonline.com/klinik/a/ciri-ciri-sistem-pemerintahan-presidensial-dan-parlementer-lt62284dbbd611a/
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kepartaian, sejak kemerdekaan Indonesia tahun 1945 telah 

mempraktikkan sistem kepartaian berdasarkan sistem multipartai. 

Praktik sistem kepartaian di Indonesia mengalami dinamika pasang surut 

saat konfigurasi politik yang bersifat demokratis, serta saat terjadinya 

sistem pemerintahan yang otoritarian.40 

Sesuai dengan isi Pembukaan dan Batang Tubuh UUD NRI 1945, 

Indonesia menganut sistem multipartai, yaitu sistem yang pada pemilihan 

kepala negara dan wakil rakyat melalui pemilihan umum yang diikuti 

oleh banyak partai.41 Sistem multipartai dianggap sebagai sistem yang 

paling sesuai digunakan di Indonesia selaku negara yang memiliki 

keanekaragaman ras, agama dan suku bangsa dibandingkan dengan 

sistem dwipartai. Sistem kepartaian ini berguna sebagai fungsi 

rekruitmen partai politik yang akan melahirkan calon-calon pengisi 

jabatan, termasuk dengan jabatan Menteri yang akan dipilih Presiden 

pasca dilantik. 

 

Dalam sistem presidensial Indonesia, kekuasaan eksekutif dipegang 

oleh Presiden yang dibantu oleh satu orang Wakil Presiden dan jajaran 

para Menteri yang dipilih pasca pelantikan Presiden. Terkait pencalonan 

Presiden bersama Wakil Presiden, dikenal adanya konsep Presidential 

 

 
 

40 Ibid. 
41 Alya Yuliamaryam, dkk. “Penyederhanaan Partai Politik Berdasarkan Undang-Undang 

Pemilu 2017”. Padjajaran Law Review, Vol.6 (2018). Hlm 89. 
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Threshold yang digunakan sebagai syarat politis untuk memajukan calon 

Presiden dan Wakil Presiden agar dipilih pada pemilihan umum. Walau 

keberadaan sistem Presidential Threshold tidak tercantum dalam UUD 

NRI 1945, tapi dapat dilihat praktiknya dalam pelaksanaan pemilihan 

Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia yang menggunakan ambang 

batas dan tidak memungkinkan adanya calon dari non-partai politik. 

Keberadaan sistem presidential threshold dapat memperkuat sistem 

presidensial dan sistem multipartai di Indonesia agar tidak terjerumus 

dalam konsep legislative heavy sebagai model sistem parlementer. 

Sistem presidential threshold akan membuat posisi Presiden dan Wakil 

Presiden kuat sehingga tidak mudah dijatuhkan dengan alasan politik dan 

membuat roda pemerintahan lebih stabil karena Presiden dan Wakil 

Presiden berasal dari partai atau koalisi partai mayoritas di parlemen.42 

Oleh karena itu, dalam hal pembentukan kabinet, pengaruh sistem 

presidential threshold akan membuat Presiden lebih leluasa untuk 

memilih Menteri-Menterinya karena partai politik di sekitarnya 

cenderung akan lebih stabil dan sulit untuk menjatuhkannya dengan 

alasan politis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

42 Aryo Putranto. “Pengertian Presidential Threshold dan Alasan Penerapannya”. 

Diakses dari https://amp.kompas.com/nasional/read/2022/05/16/18030061/pengertian-presidential- 

threshold-dan-alasan-penerapannya. Dalam Berita Harian Nasional Kompas.com, Maret 2022. 

https://amp.kompas.com/nasional/read/2022/05/16/18030061/pengertian-presidential-threshold-dan-alasan-penerapannya
https://amp.kompas.com/nasional/read/2022/05/16/18030061/pengertian-presidential-threshold-dan-alasan-penerapannya
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d) Konsep Hak Prerogatif 

 

Salah satu kekuasaan yang dimiliki oleh Presiden adalah hak 

prerogatif untuk mengangkat dan memberhentikan Menteri berdasarkan 

makna dari Pasal 17 UUD NRI 1945 yang tercantum secara inplisit.43 

Menurut Saldi Isra, mengutip dari tulisan Bagir Manan pada harian 

Republika tahun 2001, hak prerogatif Presiden merupakan hak yang 

diberikan kepada Presiden secara langsung oleh konstitusi. Sedangkan 

menurut Astawa selaku pakar hukum tata negara, hak prerogatif berasal 

dari sistem ketatanegaraan Inggris yang dengan mengutip pendapat 

Dicey, hak prerogatif merupakan residu dari kekuasaan diskresi raja atau 

ratu yang secara hukum dibiarkan dan dijalankan sendiri oleh raja atau 

ratu dan para menteri.44 Dalam hal ini, Penggunaan hak prerogatif oleh 

Presiden dapat dilihat dalam hal pembentukan kabinet yang menjadi 

tugas pertama Presiden pasca pelantikan. Kekuasaan Presiden dalam 

membentuk kabinet menjadi salah satu ciri diadopsinya sistem 

presidensial di Indonesia yang berkaitan erat dengan fungsi eksekutif. 

 
 

F. Metode Penelitian 

 

1. Jenis Penelitian 

 

Berdasarkan judul dan permasalahan yang akan dibahas dalam 

penelitian ini, penulis akan menggunakan metode penelitian yuridis 

 

43 Wahyu Gunawan. “Kekuasaan dan Mekanisme Pengangkatan Menteri pada Sistem Pre 

sidensiil di Indonesia”. Jurist-Diction Universitas Airlangga, Vol.1 No.1 (2018). Hlm 346. 
44 Susanto. “Perkembangan Pemaknaan Hak Prerogatif Presiden”. Jurnal Yudisial, Vol.9 

No.3 (2016). Hlm 8. 
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normatif atau penelitian doktrinal. Penelitian yuridis normatif menurut 

Soerjono Soekanto adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan 

cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder dengan cara melakukan 

penelusuran terhadap beberapa peraturan dan literatur yang berkaitan 

dengan permasalahan yang akan diteliti.45 

2. Pendekatan Penelitian 

 

Dalam melakukan penelitian hukum perlu menggunakan beberapa 

pendekatan dengan tujuan untuk mendapat informasi mengenai isu 

yang sedang diteliti. Di dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan 

beberapa pendekatan, yaitu : 

a. Pendekatan Perundang-Undangan (Statue Approach) 

 

Jenis pendekatan ini dilakukan dengan cara menelaah semua 

peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan 

isu hukum yang sedang dibahas.46 Pendekatan ini diharapkan dapat 

membantu penulis untuk menelaah Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 39 

Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara yang berkaitan dengan 

isu hukum yang akan dibahas oleh penulis dalam karya tulisnya. 

d. Pendekatan Historis (Historical Approach) 

 

Pendekatan ini dilakukan dengan cara menganalisis dan 

menelaah sejarah ketatanegaraan yang berkaitan dengan 

 
 

45 Jonaedi Efendi, dkk. “Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris”. Cetakan Ked 

ua, Jakarta : Kencana (2018). Hlm 129. 
46 Ibid 
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Negara, Universitas Udayana (2017). Hlm 3. 

 

 

 

 

 

pembentukan kabinet selama masa pemberlakuan sistem 

presidensial di Indonesia pasca Amandemen UUD NRI 1945. 

Pendekatan ini dilakukan dengan cara mengkaji fakta sejarah terkait 

pembentukan kabinet dalam sistem presidensial, terutama pasca 

Amandemen UUD NRI 1945 yang dilakukan bersama sistem 

multipartai. Dengan menggunakan pendekatan ini maka akan 

memperkecil kekeliruan karena akan memahami hukum secara 

mendalam pada suatu sistem maupun lembaga yang berkaitan 

dengan isu yang sedang dibahas.47 

e. Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach) 

 

Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan serta 

doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dan dijadikan 

sebagai suatu acuan dalam penelitian.48 Dalam hal ini, pendekatan 

dilakukan untuk memahami secara konseptual terkait hak prerogatif 

Presiden yang tidak diatur secara khusus dalam undang-undang. 

3. Sumber dan Bahan Penelitian 

 

a. Bahan Hukum Primer 

 

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum utama yang 

memiliki otoritas dan meliputi peraturan perundang-undangan 

serta segala dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum.49 

b. Bahan Hukum Sekunder 
 

 
47 Ibid 
48 Ibid 
49 I Ketut Suardita. “Pengenalan Bahas Hukum (PBH)”. Bahan Ajar Hukum Administrasi 



25 

(2016). Hlm 225. 

 

 

 

 

 

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang 

memberikan penjelasan pada bahan hukum primer seperti buku, 

artikel, jurnal, hasil penelitian dan sumber lain yang relevan dengan 

isu hukum yang dibahas.50 

c. Bahan Hukum Tersier 

 

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang 

memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan 

sekunder, seperti kamus dan ensiklopedia.51 

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 

 

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam 

penelitian ini berupa Library Research, yaitu teknik pengumpulan 

bahan hukum melalui studi pustaka dengan mencari, mencatat, 

mengutip dan mempelajari data dari artikel ilmiah, jurnal, kamus 

hukum dan buku-buku lain yang sesuai dengan penelitian.52 

5. Teknik Analisis Bahan Hukum 

 

Penelitian ini menggunakan metode teknik deskriptif dan historis 

yang bersifat kualitatif, yaitu dengan melakukan penafsiran terhadap 

bahan-bahan hukum yang telah diolah lalu akan diidentifikasi dan dis- 

 

 

 

 

 

50 Ibid. 
51 Ibid. 
52 Zainuddin Ali. “Metode Penelitian Hukum”. Cetakan Kedelapan, Jakarta : Sinar Grafika 



26 
 

 

 

 

 

kualifikasi serta dikomparasikan satu sama lain agar dapat 

menemukan jawaban dari permasalahan yang sedang diteliti.53 

6. Teknik Penarikan Kesimpulan 

 

Penelitian ini menggunakan teknik penarikan kesimpulan dengan 

metode deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari suatu permasalahan 

yang bersifat umum ke khusus terhadap masalah yang sedah diteliti. 

Metode ini menggunakan logika untuk membuat satu atau lebih 

kesimpulan berdasarkan pada beberapa premis yang diberikan dan 

menghasilkan rumusan-rumusan proposisi sehingga akan melahirkan 

sebuah konklusi terhadap penelitian tersebut.54 

G. Ruang Lingkup Penelitian 

 

Agar pembahasan penelitian tidak terlalu luas, maka ruang lingkup 

penelitian hanya membahas terkait Pembentukan Kabinet dalam Sistem 

Presidensial Indonesia Pasca Amandemen Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam penelitian membahas 

perkembangan pengaturan yang digunakan untuk membentuk kabinet 

dalam hal pengangkatan dan pemberhentian Menteri, serta batasan 

kewenangan Presiden dalam membentuk kabinet yang dipengaruhi oleh 

keberadaan koalisi partai pendukung. 

 

 

 

 
53 Meruy Hendrik Mezak. “Jenis, Metode dan Pendekatan dalam penelitian Hukum” Law 

Review Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Vol. V No. 3, Maret 2016. Hlm 94. 
54 Soerjono Soekanto. “Pengantar Penelitian Hukum”. Cetakan Kelima, Jakarta : UI Press 

(2006). Hlm 3 
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